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Konstitusi sebagai hukum tertinggi melalui Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 telah mengamanatkan negara
untuk melakukan penguasaan terhadap cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat
hidup orang banyak. Sebagai panafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi melahirkan Putusan No. 001-021-
022/PUU-1/2003. Dalam putusan ini, Mahkamah menyatakan bahwa penilaian terkait sifat dari cabang
produksi menjadi kewenangan Pemerintah dan DPR untuk menentukannya. Permasalahan kemudian muncul
akibat tidak adanya pengaturan mengenai kriteria untuk menentukan cabang produks penting bagi negara
dan menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga, menimbulkan ketidakpastian hukum, sebab tidak dapat
diprediksi tindakan apa yang akan diambil dalam menilai cabang produksi tersebut oleh Pemerintah dan
DPR. Hal ini dikarenakan tiadanya rambu-rambu hukum dalam melakukan penilaiannya. Akibatnya
timbullah ketidaktransparan dalam penilaian, dan berujung pada penilaian yang tidak objektif dari
Pemerintah dan DPR. Oleh karenaiitu, tulisan ini hadir untuk menjawab 2 (dua) persoalan, pertama,
penilaian Pemerintah dan DPR terhadap cabang produksi yang dikuasai oleh negara dalam undang-undang.
Kedua, menganalisis dan menawarkan materi dan bentuk pengaturan yang seharusnya terhadap kriteria
cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara. Metode penelitian hukum doktrinal merupakan metode
penelitian yang digunakan dengan pengumpulan data studi kepustakaan untuk menjawab permasal ahan.
Melaui tulisan ini ditemui bahwa, hingaa saat ini belum terdapat pengaturan kriteria cabang produksi.
Adapun setelah menelusuri 13 undang-undang terkait hak menguasai negara, tidak ada kriteria penilaian
baku yang digunakan oleh Pemerintah dan DPR. Hal ini dapat berkibat pada kel el uasaan Pemerintah dan
DPR dalam menentukan cabang-cabang produksi yang harus dikuasai oleh negara sehingga legislasi
perekonomian Indoneisa ke depan jatuh ke dalam inkonstitusionalitas. Oleh karena itu, diperlukan
pengaturan mengenai kriteria cabang produksi, yang digali dari Putusan Mahkamah Konstitusi dan
perbandingan konstitusi. Pengaturan ini nantinya akan dimuat dalam revisi Undang-Undang Badan Usaha
Milik Negara.

...... The Constitution as the supreme law through Article 33 paragraph (2) of the 1945 Constitution has
mandated the state to exercise control over branches of production that are important to the state and control
the livelihood of many people. Astheinterpreter of the Constitution, the Constitutional Court issued
Decision No. 001-021-022/PUU-1/2003. In this decision, the Court stated that the assessment of the nature
of the branch of production is the authority of the Government and the Parliament to determine. Problems
then arose due to the absence of regulation regarding the criteria for determining branches of production
important to the state and controlling the livelihood of many people. Thus, it creates legal uncertainty,
because it cannot be predicted what actions will be taken in assessing the branch of production by the
Government and the DPR. Thisis due to the absence of legal guidelinesin conducting the assessment. Asa
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result, thereis alack of transparency in the assessment, leading to unobjective assessments from the
Government and the DPR. Therefore, this paper is present to answer 2 (two) issues, first, the assessment of
the Government and the DPR on the branches of production controlled by the state in the law. Second,
analyses and offers materials and forms of regulation that should be applied to the criteria for branches of
production that should be controlled by the state. Doctrinal legal research method is a research method used
with literature study data collection to answer the problem. Through this paper, it is found that until now
there has been no regulation of the criteriafor the branches of production. After tracing 13 laws related to
the right to control the state, there are no standardised assessment criteria used by the Government and
Parliament. This may result in the discretion of the Government and the Parliament in determining the
branches of production that should be controlled by the state so that future Indonesian economic legislation
fallsinto unconstitutionality. Therefore, it is necessary to regulate the criteriafor branches of production,
which are explored from the Constitutional Court Decision and constitutional comparison. This arrangement
will later be contained in the revision of the State-Owned Enterprises Law.



